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TENTANG
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TAHUN 2008

MENTERI PERTAHANAN

Bahwa dihadapkan dengan dinamika ancaman terhadap
kelangsungan hidup bangsa dan negare, serte guna menjaga
kesinambungan kebiiakan penyelenggaraan pertahanan negara,
periu diterbitkan Surat Keputusan Menteri Pertahanan tentang
Kebiizakan Menteri Perizhanan Republik indonesia Tahun 2009,
untuk dipedomani seluruh aparat jagjaran  Depariemen
Perizhanan. :

c 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perighanan

Negara. '

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara
Neasicona!l indonesia.

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2006 tenfang Tata

Cars Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan.

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 fentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2025.
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Kebijakan Umum Pertahanan Negara.

7. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/22/M/XII/2007
tanggal 28 Desember 2007 tentang Strategi Pertahanan Negara.

8.  Peraturan Menteri Periahanan Nomor | PER/23/M/X1/2007
tanggal 28 Desember 2007 tentang Doktrin Pertahanan Negara.

/8. Peraturan .....




‘Kepads ;

1. Ka UO Dephan
2. Kz U0 Mabes TN

10.  Peraturan Menteri Pertahanan Nomor @ PER/GS/ M /2007
tanggal 18 Nopember 2007 tentang Revisi Rencana Strategi
Pembangunan Pertehanan Negara Tehun 2005-2008.

11.  Peraturan Menteri Pertahanan Nomor @ PER/O3/M/IM/2008
tanggal 1& Februari 2008 tentang Buku Putih Periahanan
Indonesia 2008.

12. Peraturan Menierl Perzhanan Nomor 16 Tzhun 2008
teniang Kebijakan Penyelenggaraan Pertehanan Negare.

MEMUTUSKARN

2z Kebijakan Menteri Pertahanan R! Tahun 2009 ini, sebagai
pedoman penyelenggaraan program Perighanan di lingkungan
Dephan dan TNI Tahun 2008

3. Hal-ha! yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan
distur kemudian

4, Bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau
perubzhan dalam surat keputusan inj akan diadakan pembetulan

D%ietankan di : Jakariz
o 12 Januari 2008

3. Ka U0 Mabes Angkatan.
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PERNDAHULUAN

pmum. Pertahanan Negara untuk mempertehankan kedaulatan negara, keutuhan
wilayah NKR! dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan
terhadap keutuhan bangsa dan negara diselenggarakan oleh pemerinteh dengan
sistem periahanan negara menghadapi ancaman militer dan non militer vang
pengelolaannya menjadi kewenangan dan tanggung jawab Presiden.

Tugas Menteri Pertahanan. selaku pembantu Presiden merumuskan dan
menetapkan kebijakan tentang penyelenggaraan pertahanan negara yang meliputi
kebijakan dan strategi periabanan serta dukungan administrasi THNI, selain ifu
menyusun perencanaan sirategis pengelolaan sumber daya nasional untuk

kepentingan periahanan.

Menjalani RPJMN 2004-20089 pelaksanaan agenda Indonesia aman dan damai
khususnya dibidang pertehanan negara pada tehun 2008 telsh kite jelani dengan
kerja keras dan upaya Keriz sama. Delam keterbatzsan kemampuan anggaran
negara kita teleh memperlihatken kemajuan nyata dengan penerapan kebijakan
pemeriniah yang bersifat persuasif dan proakiif seria penuh kewaspadaan.
Walaupun demikian masih terasz kekurangan dan tantangan dari berbagal aspe!
manajemen penvelenggaraan perizhanan nsgara vang memerlukan penataan,
pembenzhan gan peningkatan.

Tzhun 2009 adalah tshun politik untuk menentukan wakil rakyat dan memilih

Presiden yang harus kila jaga kelancaran, kesuksesan dan Keamanannva agar
fercipte keseimbangan antara pelaksanaan hak demokrasi yang menghargal

ketertiban dan pranata hukum. Kebijakan pertehanan negara 2008 kita arghkan pada

eningkatan kualitas manaierial untuk mengoptimalkan kemampuan pertshanan
negara melalui pendskatan terintegrasi dari kekuatan periahanan mifiter dan
kekuatan pertahanan nir militer.

Maksud. Kebijakan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Tahun 2009 ini
adalah sebagail direktif di bidang pengelofaan pertahanan negara selama tahun
anggaran 2008.

Tujuan.  Agar penyelenggaraan pertahanan negara dapat dikelola secara holistik
oleh segenap komponen pertzhanan dalam rangka mengantisipasi ancaman militer
maupun nirmiliter sesuai peran, tugas, fungsi, tanggung jawab dan kewenangan
masing-masing.

Ruang Lingkup. Kebijakan Menteri Pertahanan Republik Indonesia ini meliput

Refleksi Tahun 2008, Antisipasi Tahun 2008 dan Kebijakan Strategis Pertahanan
Negara Tahun 2009,

/ REFLEKS! ...




pPJidl Tehun 2 5008
merupakan  Relenjutan  pelakss tehep
sebelumnys. RPJIMN Tehun menata kembzall dan

menciplekan indonesiz
yang aman dan damai, yang adil dan demokratis dengan tingkat kesejahteraan

rakyat meningkat.

Pencapaian sasaran pembangunan pertzhanan negara daleam kurun wakiu
tahun 2005-2009 tidak optimal, disebabkan oleh dukungan anggaran yang rata-rata
hanya mencapal + 30% dari kebutuhan yang diusulkan setiap tehunnya,
mengakibatkan, pelaksanaan pembangunan pertahanan negara tertundz dan tidak
mencapal sasaran yang diprogramkan.

Legisias! dan Regulasi. Masih terdapat proses legislasi yang berkaitan dengan

- sistem pertahanan negara Indonesia vang belum dapat diselesaikan, karena masih
“memeriukan sinkronisasi didalem materi maupun proses administrasi. Disamping
itu masih terdapat regulasi yang belum tersusun dan terdapat pule yang masih
memeriukan penyempurnaan uniuk disesuaikan dengan aturan-sturan  yang
. .mendasari dan perkembangan situasi.

~ Krisis Keuangan Global. ‘Perkembangan lingkungan strategis vang ditanda
dengan krisis keuangan global mempunyai implikasi yang tidak menguntungkan bagi
~ekonomi Indonesia dan lebih jauh mengakibatkan furunnva harga saham,
- melemahnya nilal tukar rupigh, likuiditas dan naiknya suku bunga, turunnya pasar
-ekspor, produksi dalam negeri dan bertambahnya pengangguran seria berkurangnya
penerimaan pajak. Kondisi {ersebut menyebabkan ierjadinva pemotongan terhadap
alokasi anggaran perishanan tahun 2008, sebesar = 10 %. Disamping itu dengan

o
. .

_‘melemahnya nilal tukar rupish, maka beban untuk pembayaran pengadaan Alutsisia
ang berasal dari luar negeri menjadi beriambah.

-Anggaran Pertahanan.  Anggaran periahanan pada tehun 2008 hanyz terdukung

+30 % dari usulan dan terdapat kecenderungan semakin menurun setiap tahunnya,
berakibat tidak tercapainya sasaran program yang telah direncanakan sehingga
berdampak terhadap menurunnya tingkat kesiapsiagaan operasional, profesionalitas
dan kesejahieraan prajurit.

Implementasi Kebijakan. Penyelenggaraan  manajemen dan administrasi
periahanan negara belum feriaksana secara optimal sesuai dengan tataran
kewenangan yang disebabkan oleh pemahaman hakekat periahanan negara yang
belum utuh dan belum dipahaminya hak dan kewajiban warga negara dalam hal bela
Negara. Disisi lain  pengelolaan periahanan negara belum sepenuhnya
diselenggarakan dengan taat azasiprinsip serta belum mengimplementasikan
kebijakan yang dikeluarkan.

Pemberdayaan Wilayah Pertahanan. Sistem pertahanan semesta dibangun untuk
menghasilkan daya tangkal yang tangguh dengan menutup setiap celah yang dapat
menjadi titik lemah. Pembangunan sistem pertahanan semesta pada masa damai

[ dilaksanakan.....




